BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 900/ 344  Tahvn 2o
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN SETORAN RETRIBUSI KEPADA PENGELOLA PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah, Bupati berdasarkan
permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan,
keringanan, dan pembebasan retribusi;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo,
menyebabkan jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan
umum berkurang, sehingga pendapatan Retribusi Parkir di
Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh pengelola parkir
mengalami penurunan,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b serta untuk meringankan beban
wajib retribusi perlu Memberikan Pengurangan Setoran
Retribusi Kepada Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum Pada
Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Darurat Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Bupati;



Mengingat
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 34);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan
Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1644);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan
Lemaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191)
sebagaimana telah beberapah kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 289);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
271);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Memberikan Pengurangan Setoran Retribusi Kepada
Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum Pada Masa

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo Tahun
2021.



4

KEDUA : Pengurangan Setoran Retribusi Kepada Pengelola Parkir di
Tepi Jalan Umum Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019
sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sebesar 50%
(lima puluh persen) dari kewajiban retribusi parkir.

KETIGA :  Pengurangan Setoran Retribusi Kepada Pengelola Parkir di
Tepi Jalan Umum Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berlaku selama 23
(dua puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Juli
2021 sampai dengan 25 Juli 2021.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran

2021.
KELIMA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli
2021.
Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 w4 20\
= BUPATI SUKOHARJO, /‘
ETIK SURYANT §
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo.




